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Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP 
 di  
 Jakarta  
 
 
Menunjuk pada hasil penelaahan tata kerja yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang 
Perencanaan dan Analisa (LAP-03.00.01-591/D.VI/1998 tanggal 11 Nopember 1998 atas 
kegiatan tahun anggaran 1996/1997. Yang menyatakan bahwa kinerja Pusat Pendidikan dan 
Latihan Pengawasan BPKP termasuk dalam kategori/peringkat "CUKUP". Beberapa hal yang 
saya minta Saudara perhatikan yaitu :  
1. Menyusun program diklat yang sesuai dengan kebutuhan Pengawasan sehingga dapat dipakai 

sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan 
hendaknya diorganisasikan dengan memisahkan bidang Pendidikan dengan bidang Pelatihan. 

2. Kurikulum Administrasi Umum (Adum) supaya dicantumkan dalam rencana kerja seperti 
jenis diklat lainnya sehingga jelas materi dan tujuan diklat tersebut.  

3. Menyusun modul untuk jenis diklat yang belum ada modulnya dan memperbaiki modul yang 
sudah ada tetapi masih memiliki kekurangan dari segi materi maupun sistematika 
penyusunan.  

4. Merencanakan dan mempersiapkan widyaiswara yang profesional sesuai dengan bidang 
diklatnya.  

5. Pelaksanaan diklat supaya sesuai dengan rencana serta dikendalikan dengan Form A.B.C 
yang disempurnakan, sehingga dapat menjadi alat perencanaan pengendalian dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan diklat.  

6. Mengingat kemampuan pelaksanaan diklat yang masih relatif kecil dibandingkan dengan 
jumlah personalia BPKP, hendaknya dikembangkan/dirancang metode didaktik yang efektif.  

7. Rapat koordinasi perencanaan diklat dengan unit BPKP terkait dan APFP lainnya agar 
diaktifkan.  

8. Bidang Evaluasi dan Pelaporan agar mendefinisikan kembali tugas pokok dan tanggung 
jawabnya sebagai bagian dari tugas pokok Pusdiklat keseluruhan.  

9. Pendidikan dan latihan widyaiswara serta PKS dengan materi yang sudah direncanakan agar 
lebih diaktifkan.  

10. Jumlah jam minimal dan maksimal setiap widyaiswara untuk setiap minggu agar ditetapkan 
sesuai dengan jam mengajar. Jam mengajar ini agar direncanakan secara merata sesuai 
bidang keahliannya.  
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